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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program Smart Dukcapil di Kabupaten Lima Puluh Kota
merupakan inovasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital
yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun bentuk layanannya
yaitu: Layanan Perekaman dan Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el),
Layanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) secara online maupun melalui
layanan jemput bola; Layanan Penerbitan Akta Kelahiran, Layanan
Penerbitan Akta Kematian; Layanan Surat Keterangan Pindah (SKP) yang
menyederhanakan proses perpindahan penduduk.

2. Pelaksanaan program Smart Dukcapil di Kabupaten Lima Puluh Kota bisa
berjalan dengan baik karena di dukung oleh beberapa faktor, yaitu:
komitmen kelembagaan dan kepastian hukum, ketersediaan jaringan
internet di pusat nagari, sosialisasi melalui berbagai media, penerapan
tanda tangan elektronik dan pengiriman dokumen via email. Namun,
pelaksanaan program Smart Dukcapil di Kabupaten Lima Puluh Kota ini
juga terkendala oleh beberapa faktor yaitu: keterbatasan infrastruktur
jaringan internet di wilayah terpencil, Pemahamanliterasi digital
masyarakat, kurangnya kelengkapan persyaratan oleh masyarakat, dan
keterbatasan anggaran untuk sosisialisasi langsung.

3. Pelaksanaan Program Smart Dukcapil di Kabupaten Lima Puluh Kota
dilihat dari sudut pandang Siyasah Tanfidziyah bahwa pemerintah sudah
membuat suatu kebijakan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat,
memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, karena dengan adanya
program Smart Dukcapil ini, maka masyarakat tidak perlu lagi pergi ke
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lima Puluh
Kota dan Pemerintah sudah menjalankan kewajibannya untuk memberikan

kemaslahatan kepada masyarakat.
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5.2 Saran

1.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota hendaknya
meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan
Informatika serta penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas
dan memperkuat jaringan internet di nagari-nagari terpencil, khususnya
Kenagarian Koto Tinggi dan wilayah-wilayah lain yang masih mengalami
keterbatasan konektivitas digital. Infrastruktur jaringan yang memadai
merupakan prasyarat utama agar seluruh masyarakat dapat menikmati
layanan Smart Dukcapil secara mandiri dari rumah masing-masing.
Disdukcapil Kabupaten Lima Puluh Kota hendaknya merancang dan
melaksanakan program sosialisasi yang lebih terstruktur dengan
menggunakan berbagai saluran komunikasi yang telah ada di masyarakat,
seperti pertemuan nagari, majelis taklim, kelompok tani, Posyandu, dan
forum komunitas lainnya. Sosialisasi harus menjangkau secara khusus
kelompok masyarakat rentan seperti lansia, masyarakat dengan literasi
digital rendah, dan warga di wilayah terpencil.

Pemerintah nagari Kubang, Koto Tinggi, dan Suliki hendaknya lebih
proaktif dalam mensosialisasikan program Smart Dukcapil kepada
masyarakat melalui pertemuan-pertemuan rutin di tingkat jorong
maupun nagari, memastikan informasi mengenai layanan, prosedur, dan
jadwal pelayanan tersebar secara merata kepada seluruh warga dan
pemerintah nagari perlu mempertahankan dan terus meningkatkan
kualitas fasilitas layanan di kantor wali nagari, termasuk perangkat
komputer, konektivitas internet, dan kenyamanan ruang pelayanan,
sebagai bentuk komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada

masyarakat.
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